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TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

kneupnrEN sAMoslR

YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR'

..a.bahwahakuntukmemperolehinformasimerupakanprasyaratyangmendasar

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik'

b. bahwa 'nt'k 
te*eOianya into'm-'J i"'ng O'p"t dipertanggungjawabkan 

perlu

didukung dokumentasi yang lengkap' akurat dan faktual;

c. bahwa t eterOuttaan inform-asi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkanpartisipasio"n-p"ng"wasanpublikdalampenyelenggaraan
pemerintahan daerah; .^^^ -ahanaimana dimaksud dalam huruf a'

d. bahwa ne'Jasart<an pertimbangan sebagaima'na 
tentang

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati samosrr

pedcman pengelolaan e"fry,oiun-fniorrnuti dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah KabuPaten Samostr;

.1.Undang-UndangRepublik^lndonesiaNomor36Tahun2003tentang
PembentukanKabupatenSamosirdanKabupatenSerdangBedagaidi
ProvinsisumateraUtara(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003
Nomor 51, Tambahan Lemba'* fl"gtt'Republik lndonesia 4346)'

2.Undang-UndangRepubliklndoneiiaNomorl0Tahun2004tentang
pembentukan peraturrn p"rrnllnglrno"ngan (Lembaran Negara Republik

lndonesiaTahun20OaNomor53,TambahanlembaranNegaraRepublik

3 ilff:ff:iJl,T 
tl3l"o"o 

rndonesia Nomor 32 rahun 2oo4 tentans

PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004
Nomor 125, Tambarran Lemtaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah J"o"r"ou"kali terakhir dengan Undang-Undang

Republik lndonesia Nomor iz t"nrn 20oB tentang Perubahan Kedua atas

Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor32Tahun2004tentang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2O0B
Nomor 59, Tambahan temna];;N"g"; Republik lndonesia Nomor 4844)'

4.Undang-UndangRepubliklndonesiaNomor14Tahun2008tentang
KeterbukaanlnformasiPublik(LernbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2O0BNomor6l,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
4846);

5.Undang-UndangRepubliktndonesiaNomor25Tahun2009tentang
PelayananPublik(LemuaranNegaraRepublil<lndonesiaNomorl12,
Tambahan Lem bara n N eg uru nepu Otit< I ndo nesi a * o * otj-118]': 

^'
6. peraturan pemerintah ruorJ|. +t tahun 2OO7 lenlang organisasi Perangkat

Daerah(Lembarant.l"ga,.uRepubliklndonesiaranun2ooTNomor89,
-romhahan I embaran t'legara Republik lndonesia Nomor 4741)'



T.PeraturanDaerahKabupatenSamosirNomor20Tahun2o0Ttentang
organisasidanTataKerjaSekretariatDaerah,sekretariatDewanPerwakilan
RakyatdanStafAhliKabupatenSamosir(LembaranDaerahKabupaten
Samosir Tahun 2OO7 Nomor 130 Seri D Nomor 13);

B.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor35Tahun20l0tentangPedoman
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATISAMoSIRTENTANGPEDoMANPENGELoLAAN
PELAYANANINFoRMASIDANDoKUMENTASIDILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAI'.I UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir'

2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusanPemerintahanDaerah
olehPemerintahDaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerahmenurutasas
otonomioant,gaspembantuandenganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam
sistem dan piinrip Negara Kesaiuan Republik lndonesia sebagatmana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945
3 pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah'

4. BuPati adalah BuPati Samosir'

5.Dei^lanPerrruakilanRakyatDilerahadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah
KabuPaten Samosir''

6.SekretariatDaerahadalahSekretariatDaerahKabupatenSamosir.
T.sekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupatenSamosir
B. lnformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya

yangdapatdilihat'didengar,dandibacayangdisajikandalamberbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasisecaraelektronikmaupunnon-elektronik.
g. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan

pencatatandokumen,data,gambar,danSuarauntukbahaninformasipublik
10. lnformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan' disimpan' dikelola' dikirim'

dan/atau diterima oleh suatu 
'BaJan Publik yang berkaitan dengan

penyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan/ataupenyelenggaradan
penyelengg araan Badan Publik lainnya ott" infotmasi lain yang berkaitan

dengan kePentingan Publik'

11. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara'

yangsebagianatauseluruhdananyabersumberdariAnggaranPendapatan
danBelanjaNegaradan/ataunnggaranPendapatandanBelanjaDaerah,
atau organisasi 

-non-pemerintah slpanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran penclapaian dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah' sumbangan masyarakat'

daniatau luar negeri'

12'PejabatPublikadalahorangyangditunjukdandiberitugasuntukmendudukt
posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik

13. pejabat pengelola lnformasi J"n Dokumenta:l .u"ng 
selanjutnya disingkat

PPlDadalahpejabatyangbertanggungjawabdalampengumpulan,
p u n o o r. u * 

" 
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15.

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau

badan publik.
Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik

sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
Pemohon lnformasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

lndonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur

dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir sebagai Badan Publik melaksanakan

pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

BAB III
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

lnformasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir bersifat

terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

lnformasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Samosir yang bersifat ketat dan terbatas.
lnformasi Publik dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir

yang bersifat rahasia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan,

kepatutan dan kepentingan umum.

lnformasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas

konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi

publik dapat melindungi keperrtingan yang lebih besar daripada membukanya

atau sebaliknya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir berhak menolak memberikan

informasi yang dikecualikan.
lnformasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

lebih lanjut oleh Bupati Samosir sesuai kewenangannya.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir berhak menolak memberikan

informasi publik apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

lnformasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintahan Daerah

Kabupaten Samosir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaltan dengan kepentingan perlindungan usaha dari

persaingan usaha tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir wajib menyediakan, memberikan

dan/atau menerbitkan lnformasi Publik yang berada di bawah kewenangannya

Kepada Pemohon lnformasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai

Peraturan Perundang-undangan.
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayal (1),

Pemerintahan Daerah Kabupaten Samosir membangun dan mengembangkan

sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan lnformasi Publik yang dapat

diakses denqan mudah.

16.
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BAB V

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 6

(1)UntukmengelolapelayananrnformasidandokumentasidiLingkungan
pemerintahan Daerah Kabupaten samosir ditetapkan Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi (PPID)'

(2)PejabatPengetolalnformasidanDokumentasi(PPID)sebagaimanadimaksud
padaayat(r)merer<atpadapejabatstrukturalyangmembidangitugasdan
fungsi PelaYanan informasi'

(3)PejabateengetotalnformasidanDokumentasi(PPID)diLingkungan
Pemerintahan Daerah Kabupaten samosir ditetapkan oleh Bupati samostr'

Pasal 7

(1)PejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)diLingkungan
pemerintahan Kabupaten samosir fertanggungjawab kepada Bupati samosir

melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir'

(2)PejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)dibantuolehPejabat
PengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)Pembantuyangberadadi
lingkungan saiuan Kerja perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional

Pasal B

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas :

a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi

dandokumentasidariPejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)
Pembantu;

b. MenYimPan, mendokumentasikan'

informasi kePada Publik;

menyediakan dan memberi pelayanan

informasi dengan Pejabat

Pembantu dan/atau Pejabat

dapat/tidaknYa diakses oleh

c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID)

Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

d. Menentukan ,t", menetapkan suatu informasi

c.

publik; dan

e. Menugaskan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

dan/ataupejabatfungsionaluntukmembuat,mengumpulkanserta
memeliharainformasidandokumentasiuntukkebutuhanorganisasi

Pasal 9

DalamrangkamelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasalB,
PejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)berwenang.
a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja

yang menjadi cakuPan kerjanYa'

mengkoordinasikan pembeiian pelayanan informasi dengan Pejabat

PengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)Pembantudan/atauPejabat
Funtsional yang menjadi cakupan kerjanya;

menentukan atau menetapkan suatu iniormasi dapat/tidaknya diakses oleh

publik; dan

e. menugaskan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

dan/atauPejabatFungsionaluntukmembuat,mengumpulkan,serta
memeliharainformasidandokumentasiuntukkebutuhanorganisasi.

Pasal 10

(1)PejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)Pembantubertugas
membantuPejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9'

(2)PejabatPengelolalnformasidanDokumentasi(PPID)Pembantu
menyampaikai informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola

tnformasidan Dokumentasi (PPID) secara berkala dan sesuai kebutuhan'



BAB VI

PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 11

Pemohon lnformasi dan Dokumentasi meliputi :

a. Perseorangan;
b. KelomPokMasYarakat;
c. Lembaga SwadaYa MasYarakat;

d. OrganisasiMasYarakat,
e. Partai Politik, atau

f Badan Publik LainnYa'

Pasal 12

PemohonlnformasidanDokumentasikepadaPemerintahanDaerahKabupaten
Samosir, memenuhi PersYaratan:

a. mencantumkan identitas yang jelas;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang

dibutuhkan, dan : -,-- r^,.,,*^n{'
d.mencantumkanmaksuddantujuanpermohonaninformasidandokumentast.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

Segalabiayayangdiperlukanuntukpengelolaanpelayananrnformasidan
dokumentasi di lingkungan pemerintah Ka;upaten samosir dibebankan pada

Anggaran eenOapaLn Oan Belanja Daerah Kabupaten Samosir'

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

Agarsetiaporangmengetahuinya'memerintahkanP-engundanl1l^::""un
Bupati ini dengan i"n"rp-utunnya dalam Berita Daerah Kabupaten samostr

DitetaPkan di Pangururan

Pada tanggal 8 Agustus 201 1

BUPATI SAMOSIR'

CAP/DTO

MANGINDAR SIMBOLON

ngkan di Pangururan
tanggal \g AgusluC 2011

SEKRETARIS DAE KABUPATEN,

HATORA;AN SIMARMATA
UTAMA MUDA

,19570627 198603 1 005

DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 9b SERI F NOMOR 945


